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KEMENTERIAN KEHUTANAN. Balai Pemantapan.
Kawasan Hutan. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.16/Menhut-11/2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 6188/KPTS-11/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 6188/Kpts-11/2002 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.13/Menhut-11/2011 telah ditetapkan Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan
Hutan pada 17 (tujuh belas) lokasi;

. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bidang

pemantapan kawasan hutan perlu dilakukan
penataan organisasi dan penambahan Balai
Pemantapan Kawasan Hutan di 5 (lima) lokasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 6188/Kpts-11/2002 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
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Mengingat

.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 Nomor
142;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah
Non Departemen;

. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-

1172002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-I1/2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
141);
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